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Penelitian ini membahas konsekuensi hukum hutang piutang pada
pinjaman online pasca kematian debitur ditinjau dari perspektif hukum positif dan
hukum ekonomi syariah. Pinjaman online sebagai bentuk layanan keuangan
berbasis teknologi informasi telah berkembang pesat dan digunakan secara luas
oleh masyarakat karena kemudahan akses dan kecepatan prosesnya. Dalam
praktiknya, pinjaman online dilandasi oleh perjanjian hutang piutang yang
menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Kematian debitur
sebelum pelunasan utang menimbulkan persoalan hukum mengenai kelanjutan
perikatan, kedudukan utang dalam harta warisan, serta tanggung jawab ahli waris
terhadap kewajiban tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh ketiadaan ketentuan yang
jelas dan eksplisit dalam banyak aplikasi pinjaman online yang mengatur
mengenai akibat hukum kematian debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber
bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan
pembiayaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari
buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hutang piutang, hukum waris,
dan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, hutang
pinjaman online yang ditinggalkan oleh debitur menjadi bagian dari harta warisan
dan penyelesaiannya dibebankan pada harta peninggalan pewaris sebelum
dilakukan pembagian kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat
(1) KUH Perdata. Tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan utang bersifat
terbatas pada nilai harta warisan yang diterima. Dalam perspektif hukum ekonomi
syariah, hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan karena berkaitan
dengan hak sesama manusia, sehingga pelunasannya diprioritaskan dari harta
peninggalan pewaris sebelum pembagian warisan kepada ahli waris.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan mengenai
mekanisme penyelesaian hutang pinjaman online pasca kematian debitur dalam
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perjanjian dan kebijakan aplikasi pinjaman online. Kejelasan tersebut diperlukan
untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta keadilan
bagi ahli waris sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai hukum
ekonomi syariah.
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This research examines the legal consequences of online loan debts after
the death of the debtor from the perspectives of positive law and Sharia economic
law. Online loans, as a form of financial service based on information technology,
have developed rapidly and are widely used by the public due to their ease of
access and fast processing. In practice, online loans are based on debt agreements
that create legal rights and obligations for the parties involved. The death of the
debtor before the repayment of the debt raises legal issues concerning the
continuation of the legal obligation, the position of the debt within the estate, and
the responsibility of the heirs for the outstanding obligation. This condition is
further complicated by the absence of clear and explicit provisions in many online
loan applications regarding the legal consequences of the debtor’s death.

The research method used is normative legal research employing a
statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials
consist of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, the Law
on Information and Electronic Transactions, regulations of the Financial Services
Authority, and DSN-MUI Fatwas related to technology-based financing.
Secondary legal materials are obtained from books, journals, and scholarly works
relevant to debt, inheritance law, and Sharia economic law.

The results of the study indicate that under positive law, online loan debts
left by a deceased debtor become part of the estate, and their settlement is charged
to the inheritance before distribution to the heirs, as regulated in Article 833
paragraph (1) of the Indonesian Civil Code. The liability of the heirs for debt
repayment is limited to the value of the inherited assets they receive. From the
perspective of Sharia economic law, debt constitutes an obligation that must be
fulfilled because it relates to the rights of others, and therefore its settlement is
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prioritized from the deceased’s estate before the distribution of inheritance to the
heirs.

This research emphasizes the importance of clear regulations regarding the
mechanism for settling online loan debts after the death of the debtor within
agreements and policies of online loan applications. Such clarity is necessary to
provide legal certainty, protect creditors’ rights, and ensure justice for heirs in
accordance with the principles of positive law and the values of Sharia economic
law.
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